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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, NIK 6409016812970001, umur 23 tahun (Petung, 28 Desember
1997), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PPNPN Badan
Pertanahan Barong Tongkok, tempat tinggal di Kampung Tering
Seberang, RT.01, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat,
Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 6407071202930003, umur 27 tahun (Rejo Basuki, 12 Februari
1993), agama Islam, pendidikan D 3 Teknik Sipil, pekerjaan
Pendamping Desa, tempat tinggal di Kampung Rejo Basuki, RT.
02, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi

Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 November
2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar,
Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 19 November 2020, bermaksud
mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada

pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah,
menikah pada tanggal 12 Februari 2020, sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor: 15/05/11/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat tanggal 12 Februari
2020;
2.Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik
sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Tergugat di
Kampung Rejo basuki, Barong Tongkok;
3.Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak (qobla dukhul);
4.Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak bulan Februari 2020 terjadi perselisihan dan
pertengkaran dikarenakan Tergugat mengajak Penggugat untuk
berhubungan badan layaknya suami isteri, namun Penggugat menolak
karena tidak mencintai Tergugat dan merasa belum siap, dan hal tersebut
membuat Tergugat marah pada keesokan harinya sehingga Tergugat
membuat status di akun whatsapp Tergugat dan mengatakan bahwa
Penggugat tidak becus melayani suami dan menuduh Penggugat
berselingkuh tanpa bisa membuktikannya;
5. Bahwa, pada bulan April 2020, Tergugat kembali mengajak Penggugat
untuk berhubungan badan, namun Penggugat kembali menolaknya
sehingga membuat Tergugat marah dan membanting piring hingga pecah,
kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di
rumah paman Penggugat di Kampung Tering Seberang;
6.Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat
dan Tergugat namun tidak berhasil;
7.Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan
terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat
dengan Tergugat.
Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan
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dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2, Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat (alm);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum
yang berlaku.
Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya
mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, namun tidak
berhasil dan para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi
dengan Mediator Annys Ahmadi, S.H.l., M.H., supaya dapat rukun dan tetap
mempertahankan rumah tangga dan hasil laporan Mediator tersebut tertanggal
07 Desember 2020 pada pokoknya mediasi telah gagal mencapai
kesepakatan/tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke
Persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Jawaban
Tergugat tidak bisa didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

a. Bukti Tertulis

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Penggugat)
dengan Tergugat (Tergugat), Nomor 15/05/11/2020, tanggal 12 Februari
2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong
Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai
cukup dan diberi tanda P;

b. Bukti Saksi

1. Hairullah bin Mohammad, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kampung Tering Seberang, RT.
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02, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah
memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Tergugat di Rejo Basuki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat
dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun
2020 mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak April 2020 Penggugat pulang ke Tering dan
tidak pernah lahi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil;
2. Mohamad Slamet bin Mangil, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan
karyawan honorer, tempat tinggal di Jalan 17 Agustus, RT. 06, Kelurahan
Melak Ilir, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan
keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orangtua Tergugat di Rejo Basuki;
- Bahwa saksi hanya mengetahui perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat melalui cerita Penggugat dan
tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung perselisihan dan

pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
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- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal sejak bulan April 2020, dimana Penggugat pulang ke Tering;

- Bahwa Keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti
lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan
tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan
yang pada pokoknya ingin mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat dan
memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga kesimpulannya
tidak dapat didengar.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal
selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan
dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa
Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan
perkawinan secara Islam yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dan dapat dinyatakan bahwa
Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak
tanggal 12 Februari 2020, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas
keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara
ini (Persona Standy in Yudicio) sehingga memiliki legal standing dalam perkara
a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
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Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (vide bukti P) dan perkara a quo
merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor
16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka
perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat
bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatannya
tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar dan oleh
karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Tergugat mengenai wewenang
mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129
Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi
wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk
menghadap di persidangan melalui Surat Panggilan (relaas), hal tersebut telah
dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut
telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo.
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini juga telah dilakukan proses mediasi
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dengan Mediator Annys Ahmadi, S.H.l., M.H., sebagaimana laporan
Mediator tanggal 07 Desember 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah
yang dijadikan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pokoknya
adalah Penggugat tidak mau menuruti keinginan Tergugat untuk berhubungan
suami istri karena Penggugat tidak cinta kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat berupa P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, yang membuktikan bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari Penggugat telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1)
dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat
dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut sesuai
dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat
dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 yang
disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan, karena Penggugat menolak
melayani Tergugat berhubungan suami istri karena Penggugat tidak cinta
kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya, tidak pernah
membantah dan tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat
tinggal sejak bulan April 2020;

2. Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan
oleh pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
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3. Bahwa keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat telah
menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran dengan Tergugat sehingga Penggugat memohon agar
Pengadilan Agama Sendawar menjatuhkan talak satu ba'’in shughra Tergugat
terhadap Penggugat maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup
alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan
pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah
satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu pertama,
adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus, kedua, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri
sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan ketiga, pengadilan telah
berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat
dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan
Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5
(lima) bulan yang lalu, yang akibatnya Tergugat diusir oleh Penggugat dari
rumah orangtua Penggugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan

Tergugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri, hal
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tersebut menurut Majelis Hakim telah mengindikasikan adanya perselisihan dan
pertengkaran terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi dengan rasa saling cinta
mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan
bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman
Allah didalam Al- Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

o355t 131531 88 udsT & 35T sl °79;—T3,9
uLygl_J.)uQull}f_n?Jgo.)_g_opS;u _§L§-|J
US)S“"L:P.;'EJ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

‘o

\ D —

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sebagaimana tersebut di atas serta terlepas dari dan siapa yang
salah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat telah sering terjadi konflik atau perselisihan dan pertengkaran,
sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada keharmonisan lagi dan pecah (broken marriage), sudah tidak
ada rasa saling kasih sayang dan tidak saling membutuhkan diantara suami
isteri tersebut sehingga sudah tidak ada rasa nyaman dalam kehidupan rumah
tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan
kehendak Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019
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tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan
perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan
mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21
sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
selama lebih kurang 5 (lima) bulan, di mana menurut Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak
berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka
rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, dengan demikian unsur
kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim selalu
memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat
namun tidak berhasil, disamping itu telah pula dilakukan mediasi dengan
bantuan seorang Mediator namun antara Penggugat dan Tergugat tidak
mencapai kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian unsur ketiga juga
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan suami isteri
telah berpisah, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara
perkawinannya di putuskan selaras dengan kaidah fighiyah yang berbunyi

sebagai berikut:

alanll > Gle pado awwlial )5

Artinya: “Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada
menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perlu juga dikemukanan hadits nabi yang
menegaskan |, oYy oY “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan”
dalam perkara a quo, Tergugat sebagai seorang suami tidak boleh memberi
mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, Penggugat sebagai seorang
istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, maka menurut pendapat
Majelis Hakim untuk menghilang kemudharatan dalam rumah tangga Tergugat
dengan Penggugat adalah dengan jalan perceraian, hal tersebut didasari
dengan kaidah fikih yang berbunyi Jlu uall “Kemudharatan harus
dihilangkan”;
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Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai
dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat minta kepada Penggugat untuk
mengembalikan uang Tergugat dari hasil berjudi, maka menurut Majelis Hakim
hal tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan yang diajukan oleh
Penggugat, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai
mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah
terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap
Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 a quo
dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat
(2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan
sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Figh Al-Sunnah, juz II: 248, diambil alih
sebagai pendapat Majelis Hakim (pertimbangan hukum) yang artinya sebagai
berikut: “Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada hakim
untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah
ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri
tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah
tangga itu. ... dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut,

maka hakim menceraikannya dengan talak satu ba’in ;

Gugatan Kumulasi

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagimana yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
menyebutkan bahwa “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah
istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan
gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh
kekuatan hukum tetap”. Oleh karena itu gugatan cerai Penggugat yang
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dikumulasi dengan gugatan hadhanah telah memenuhi ketentuan tersebut,
sehingga gugatan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang
hadhanah yang dalil gugatan dimaksud sudah diungkap dalam duduk perkara
dengan petitum yang berbunyi “Menetapkan anak yang bernama Zahra
Firdausi Annas Tasya binti Anton Firmansyah Buso dalam hadhanah
Penggugat”;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan ini sistematis, maka Majelis
Hakim akan menjawab petitum Penggugat yang akan dipertimbangkan sebagai
berikut:

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa fakta persidangan menyebutkan bahwa Penggugat
dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Zahra Firdausi
Annas Tasya binti Anton Firmansyah Buso. Anak-anak tersebut, saat ini
dalam pengasuhan Penggugat. Penggugat memiliki perilaku yang baik, tidak
pernah menelantarkan anak-anaknya, ibadahnya bagus sehingga bisa
mendidik anak-anaknya sesuai dengan ajaran agama. Terhadap fakta tersebut
Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak jo. Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orangtua berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi
anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat,
dan minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap
berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan
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kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak,
Pengadilan memberi keputusannya”,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum
sebagaimana termuat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz 11 halaman 93, yang

diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

5¢l o] aisl alawg anle alll o alll Jow O]
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Artinya: Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang

wanita dan berkata (wanita): “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut

sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta

pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan

saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”, Maka sabda

Rasulullah saw padanya: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama
engkau belum kawin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin

hukum sebagaimana termuat dalam Kitab /I’anatut Thalibin 1V halaman 101-102,

yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

S daian Y o dpsi ooy aliazll quyls
Cagoio ,Lisl aic ols zsl

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah
ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai,
maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai,

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan
anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: legal custady, yakni
kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi
kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum
pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya,

namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari
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ayahnya. Dan kedua: fisical custady, yakni kebutuhan pemeliharaan anak
secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani
maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian,
merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum,
belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang
anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh
dari ibunya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam
menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum
berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan dalam huruf (b) dinyatakan
bahwa pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur
12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya
sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan
Tergugat yang bernama Zahra Firdausi Annas Tasya binti Anton
Firmansyah Buso, yang lahir di Tering, tanggal 14 Juni 2013 masih belum
mumayyiz (berumur kurang dari 12 tahun), oleh karena itu ketentuan Pasal 105
huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan kepada perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terbukti jika Penggugat,
memiliki perilaku yang baik, tidak pernah menelantarkan anak-anaknya,
ibadahnya bagus sehingga bisa mendidik anak-anaknya sesuai dengan ajaran
agama. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang
mampu dan cakap untuk mengasuh dan merawat Zahra Firdausi Annas
Tasya binti Anton Firmansyah Buso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan
menjaga mental serta psikologis anak serta demi kepastian hukum, maka
permintaan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan
dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zahra Firdausi
Annas Tasya binti Anton Firmansyah Buso beralasan, oleh karenanya patut
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan dan pengasuhan tersebut,
Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), sama sekali tidak boleh

menghalangi atau mempersulit akses Tergugat (ayahnya) untuk menemui,
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mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi
lainnya, memberikan biaya hidup yang dapat menyenangkan anak serta bentuk
kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada
anaknya. Dan apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh oleh
Penggugat sehingga dapat membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin
yang dapat dipandang sebagai sebuah bentuk penelantaran kepada anak,
terhambat tumbuh kembang mental dan jasmaninya, mangabaikan
kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai
kekerasan terhadap anak, yang dapat menjadi alasan untuk mencabut kembali
hak asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan butir 4 (empat) Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang
menyebutkan bahwa “amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan
kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orangtua yang
tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya”..., maka di dalam
diktum amar putusan perkara a quo akan dicantumkan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan ketentuan

hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim

yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan
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dengan tanggal 29 Dzulgaiddah 1441 Hijriyah, oleh kami Fakhruzzaini,
S.H.l., M.H.l., sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.l., dan
Khoiro Aulit Taufigo, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk
umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh
Suhaimi Rahman, S.H.l., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Penggugat dan Tergugat.

Fakhr
Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,
Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I. Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.l.
Par
Suhi

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 650.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
: Rp 6.000,00

Jumlah = : Rp 766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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